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TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

Mcni rnbang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KENDAL, 

a . bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip efektifitas, 
cfisicnsi, keadilan , kcsclaraan, keterbukaan, dan non 
d iskriminatif dalam pelaks a n aan mulasi Pegawai Negeri 
Sipil d i Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Kendal oleh 
Pejabat Pembina Kcpegawaian sesuai ketentuan Pasal 191 
Peraluran Pemerintah Nom or 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pcgawai Negeri Sipil seb agaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peratura n Pemerintah Nomor 11 
Tahun 20 17 ten Lang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
schingga mampu mewujudkan peningkalan kinerja Pcgawai 
Negeri S ip il perlu mengatur Tata Cara Mutasi Pegawai Ncgcri 
Sipil d i Lingkungan Pe merinlah Kabupalcn Kendal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 
dalam huruf a, perlu mcnclapkan Peraluran Bupali Len Lang 
Tula Cara Mulasi Pegawai Negeri Sipi l d i Lingkungan 
Pemcrimah KabupaLen Kendal; 

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenla ng 
Pernbenlukan Daerah-Dacrah Ka bu pa Len dala m 
Lingkungan Propinsi Dja wa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 196 5 
tenla ng Pembcntukan Daerah Tingkat. II Batang dcngan 
Mcngubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pcmbenlu kan Daera h -Daerah Kabupaten dalarn 
Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Repu blik Indon esia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-U ndang Nomor 5 Tahun 2014 Len Lang Aparalur 
Sipil Nega ra (Lcmba ran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tamba han Lcmbaran Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

4. Peraluran Pemcrinlah Nomor 32 Tahun 1950 tenlang 
Pcnclapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembenlukan Daerah-dacrah 
Kabupatcn di Jawa Timur/Tengah/Saral dan Daerah 
lslimcwa Yogyakarla; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Pcrluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tenlang 
Pcnclapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pcmbentukan Dacrah
dacrah Kabupat.cn di ,J awa Timur/Tengah/Ba ral dan 
Dacrah lslimcwa Yogyaka rla; 

7. Pcraluran Pcmcrintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajcmcn Pcgawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
scbagaimana Lelah diubah dengan Pcraturan Pemerinlah 
Nomor 17 Tahun 2020 Lentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 64 77); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahu n 
20 16 ten tang Pembenlukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupalen Kendal (Lembaran Daerah Kabupalen 
Kenda l Tahun 20 16 Nomor 8 Seri D No. 1, Ta mbaha n 
Lcmbaran Dacrah Kabupalcn Kendal Nomor 159) 
scbagaimana Lelah bcbcrapa kali diubah lerakhir dengan 
Peraluran Dacrah Kabupat.en Kendal Nomor 13 Tahun 202 1 
Lenlang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tent.ang 
Pcmbcnlukan dan Susunan Pcrangkal Dacrah Kabupat.cn 
Kendal (Lcmbaran Daerah Kabupalen Kendal Tahun 202 1 
Nomor 13, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 219); 

9. Pera tu ran Sadan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 
Lentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 

10. Pera Lu ran Bupali Kenda l Nomor 2 Tahun 2012 ten Lang 
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Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan 
Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Kcpulusan 
dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Serita Daerah 
Ka bu paten Kendal Tahun 2012 Nomor 2 Seri E No . 2) 
scbagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Pera tu ran Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 
Tahun 2012 ten tang Pendelegasian Sebagian Wewenang 
Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatanga n i 
Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lain nya Di Bidang 
Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal 
(Serita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 41). 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG TATA CARA MUTASI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KENDAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm 
pelaksa naan urusan pemerintahan yang menjadi 
kcv.rcnangan dacrah otonom. 

3 . Bupa li adalah Bupali Kendal. 
4 . Sadan Kcpcgawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang 

sc la njulnya d isingkat BKPP adalah Sadan Kepagawa ian, 
Pcnd idikan dan Pelalihan Kabupaten Kendal. 

5. Pcrangkal Daerah adalah unsur pembantu Bupal i dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah d alam penyelenggaraan Urusa n 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6 . Pcgawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawa i 
pcmerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabal pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
la innya dan digaj i berdasarkan peraturan perundang
u ncla ngan . 

7 . Pcga wai Ncgcri S ipil yang sclanjutnya disingkat PNS ada la h 
,.varga ncgara Indonesia yang memcnuhi syarat terlentu , 
d ia ngkat scbaga i Pegawai ASN secara le lap oleh pcja bal 
pc mbina kcpcgmvaian untuk mcnduduki jabata n 
pe mcrintahan. 

8 . Pcjabat Pembina Kcpegawaian yang selanjutnya disingkal 
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PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

9. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/ a tau lokasi dalam 1 
(satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi 
Daerah, antar-lnstansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan 
Instansi Daerah, dan Pcrwakilan Negara Indonesia di luar 
negeri serta atas pe rmintaan sendiri. 

10. Jabatan Fungsional Umum adalah Pegawai ASN yang 
menduduki J abatan Administrasi pada Instansi Pemerintah . 

Pasal 2 

Maksud dari pcnyusunan Peraluran Bupati ini ad a lah sebagai 
pedoman pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Pemerinlah 
Daern h, meningkatkan d a n mendukung penyelen ggaraan tugas 
dan fu ngsi Perangkat Daerah. 

Pa sal 3 

Tujuan d a ri pcnyusunan Peraturan Bupa ti ini adalah : 
a . mcwujudkan PNS yang berkualitas; 
b . mcwujudkan kelcrcukupan PNS di lingkunga n Pemerinlah 

Dacrah sesuai kebutuhan organisasi; dan 
c. memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan PNS 

schi ngga dapal mcningkatkan pclayana n kepada masyarakal. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
Pasal 4 

Ruang lingkup Mulasi PNS yan g diatur dalam Peraturan Bupati ini 
meliputi : 
a . Mutasi dalam lingkunga n Pemerintah Daerah; 
b . Mutasi keluar da ri Pemerinta h Daerah; dan 
c. Mutasi masuk ke dalam Pemerintah Daera h 
unluk Jabatan Fungsional Umum. 

BAB III 
PRINSIP MUTASI 

Pasal 5 

(1) lnstansi Pemerin tah Daerah m enyusun perencanaan Mutasi. 
(2) Sctiap PNS dapat dimulasi tugas dan/ a tau lokasi dalam 

lin gkungan Pemerin lah Daerah, keluar da r i Pemerinla h 
Daerah, atau m asuk dari Pcmerintah Daera h. 

(3) Mutasi sebagaima na dimaksud pada ayat (2) di lakuka n paling 
s ingkat 2 (dua) tahun dan paling lam a 5 (lima) tahun. 

(4 ) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) di la kukan dengan 
memperhalikan prinsip larangan konflik kepentingan. 
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(5) Selain Mutasi karena tugas dan/ atau lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas 
dan/atau lokasi atas permintaan sendiri . 

BAB IV 
MUTASI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 6 

(1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan 
permohonan Mutasi antar Perangkat Oaerah dengan 
persetujuan Kepala Perangkat Daerah. 

(2) Pcrmohonan Mulasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diajukan kepada Bupati selaku PPK. 

(3) Pcrmohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut: 
a . folo kopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS; 
b. foto kopi surat keputusan pengangkatan PNS; 
c. foto kopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 
d. foto kopi Sasaran Kerja Pegawai l (satu) tahun terakhir; 
e . surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

PNS; dan 
f. foto kopi ijazah dan transkrip nilai. 

(4) BKPP menyiapkan bahan usulan dan konsep pertimbangan 
mutasi PNS da lam Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kendal untuk diproses gun a m endukung kelancaran 
pclaksanaan kegiatan kepegawaian. 

(5) Mutasi scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas 
dasar kcscsuaian an tara kompetensi PNS dengan persyaratan 
jabatan, klas ifikasi jabatan dan pola karier, dengan 
mcmperhatikan kebutuhan organisasi. 

(6) Sclain mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Perangkat 
Daerah dapat mengajukan mutasi PNS kepada Bupati selaku 
PPK melalui BKPP. 

Pasal 7 

Permohonan Mutasi tempat tugas ke Perangkat Oaerah lain di 
lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan telah 
bekerja pada satu Perangkat Daerah yang sama sekurang
kurangnya selama 2 (dua) tahun. 

BAB V 
MUTASI MASUK 

Pasal 8 

( i l PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan 
permohonan Mu tasi masuk ke Pemerintah Daerah dengan 
sepengetahuan pejabat yang menangani kepegawaian asal, 
beserta kelengkapan berkas persyaratan administrasi 
permohonan Mutasi. 
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(2) Permohonan mulasi sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1) 
ditujukan kepada Bupati selaku PPK. 

(J) Pengajuan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan meliputi : 

a . berstatus PNS; 
b . memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung 

scjak diangkal sebagai PNS kecuali untuk jabatan fungsional 
guru; 

c. Lcrdapal formas i yang dapal diisi ole h Pemerintah Daerah; 
d . pcmohon mutasi selama bekerja d i instansi asal 

mclaksanakan Lugas dengan baik; 
c . sclia p unsur SKP dan/atau penilaian prestasi kerja dalam 2 

(dua) Lah un lcrakh ir paling rendah bernilai baik; 
f. batas usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 
g . tidak dalam proses usulan kenaikan pangkat; 
h. Lidak sedang dalam proses pengangkatan atau kenaikan 

jabatan fungsional tertentu; 
i. schat jasmani dan rohani; 
j . tidak mcmiliki masalah keuangan di daerah asal; 
k . bersedia bekerja pada Pemerintah Daerah minimal 5 (lima) 

Lahun; 
l. Lidak scdang dalam proses perceraian; dan 

m. bagi yang sudah mcnikah, Lelah mendapal pcrselujuan dari 
suami/ istri. 

Pasal 9 

(1) Pcngajuan permohonan mulasi PNS masuk ke lingkungan 
Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
( l) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut : 
a. surat rekomendasi mutasi dari PPK instansi asal; 
b . analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabalan 

PNS yang akan mutasi; 
c . sural pcrmohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan 

discrlai alasan; 
d. foto kopi kcpulusan pcngangkalan Caton PNS yang 

di lcgalisir; 
c . foto kopi kcputusan pcngangkala n PNS yang dilcgalisir; 
r. folo kopi kanu pegawai yang dilcgalisir; 
g. folo kopi kcpulusan kcnaikan pangkal terakhir yang 

dilcgalis ir; 
h. folo kopi konversi Nomor lnduk Pegawai bagi PNS yang 

d iangkal sebclum La hun 2007 yang dilcgalisir; 
1. folo kopi pengangkatan Jabatan Fungsional terlentu yang 

dilegalisir bagi PNS yang menduduki J abatan Fungsional 
lcrlentu; 

J. foto kopi keputusan inpassing Jabatan Fungsional Guru yang 
di legalisir bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsiona! 
Curu; 
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k. foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir; 
1. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang 

menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku; 

m. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat 
dimana PNS tersebut berasal; 

n. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang 
menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani 
tugas belajar; 

o. fo tocopi sasaran kerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun 
terakhir bernilai baik yang dilegalisir; 

p. surat pernyataan persetujuan atau surat bersedia melepas 
dari Perangkat Daerah asal; 

q. Daftar Riwayat Hidup; 
r. surat nikah bagi pemohon mutasi yang mengikuti suami; 
s. surat keterangan formasi dari Perangkat Daerah asal; 
t. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang 

menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang 
berperkara d i pengadilan, m enjalani proses pemeriksaan, 
m enjalani proses pidana atau pernah dihukum pidana 
penjara berdasa rkan putusan pengadila n yan g tela h 
berkekuatan hukum tetap; 

u. surat pernyataan yang ditandatangani oleh bendahara 
Perangkat Daerah instansi asal dan diketahui oleh pejabat 
yang bcrwenang/ ke pala instansi bahwa pemohon mutasi 
te lah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan 
dengan gaji PNS; 

v. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada unit kerja 
sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan tidak menuntut 
ja batan struktural/ jabatan fungsional tertentu lainnya; 

w. surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter 
pemerintah dan surat keterangan bebas narkoba dari 
instansi yang berwenang; 

x . pas photo 4x6 sebanyak 2 (dua ) lembar; 
y. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan 
z. keputusan pemberhentian dari jabatan fungs iona l da ri 

instansi asal. 
(2) PNS yang telah melengkapi persyaratan administrasi 

sebagaimana dimaksud pa d a ayat (1) dapat dipanggil untuk 
mengikuti tes mutasi masuk. 

Pasal 10 
(1) Tes mutasi masuk sebagaimana dimaksud d a la m Pasal 9 ayat 

(2) diselenggarakan oleh BKPP. 
(2) Tes mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diadakan 4 (empa t) kali dalam 1 (satu) tahun. 
(3) PNS yang telah melalui tahapan tes mutasi masuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), wajib mengikuti pen ilaian yang 
dilaksanakan oleh Tim Pela ksa naa n Kegiatan Tes Mutasi Masuk 
Pemerintah Kabupaten Kenda l. 
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(4) Tim Pelaksanaan Kegiatan Tes Mutasi Masuk Pemerintah 
Kabupaten Kendal dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BKPP. 

(5) Hasil penilaian Tim Pelaksanaan Kegiatan Tes Mutasi Masuk 
Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dalam bentuk nota dinas 
sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memberikan 
persetujuan mutasi PNS. 

Pasal 11 

(1) Metode pelaksanaan tes mutasi masuk dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (2) meliputi : 
a. seleksi administrasi; 
b. tertulis dan Computer Assisted Test (CAT) ; dan 
c. wawancara. 

(2) Penilaian hasil tes dilakukan dengan sistem manual dan / a tau 
sistem komputer. 

(3) Pilihan materi tes dan metode pelaksanaan tes sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan Pemerintah Daerah. 

BAB VI 
MUTASI KELUAR 

Pasal 12 

(1) PNS dapat mengajukan Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah 
dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah bekerja di 
Pemerintah Daerah paling sedikit selama 2 (dua) tahun. 

(3) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan kepada Bupati selaku PPK. 

(4) Pengajuan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan meliputi : 
a . mendapatkan persetujuan dari Kepa la Perangkat 

Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan yang d inyataka n 
dalam surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah /Unit 
Kerja; 

b. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang 
menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku; 

c. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan telah memiliki 
masa kerja kembali pada Pemerintah Daerah sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
pemberian tugas belajar dan izin belajar; 

d. bagi PNS yang telah mutasi masuk pada Pem erintah Daerah 
yang mengajukan mutasi keluar wajib memiliki masa 
kerja/ pengangdian paling sediki t 5 (lima) tahun pada 
Pemerinta h Daerah; 
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e. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkai tan 
dengan gaji PNS; 

f. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari 
suami/istri; dan 

g. bagi pejabat struktural yang mengajukan mutasi keluar 
maka wajib mengajukan pengunduran diri dari jabatan 
strukturalnya kcpada Bupati. 

(5) Persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
dituangkan dalam surat pernyataan dari Kepala Perangkat 
Daerah/Unit Kerja yang menyatakan : 
a. tugas yang ditinggalkan sudah dapat dikerjakan oleh PNS 

yang lain sehingga tidak mengganggu kinerja Perangkat 
Oaerah/Unit Kerja; dan 

b. tidak meminta PNS pengganti. 

Pasal 13 

(1) Permohonan Mutasi keluar ditujukan kepada Bupati dengan 
melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut: 
a. surat pcrmohonan mu tasi dari pemohon mutasi kepada 

Kepala Pcrangkat Daerah /Unil Kerja disertai alasan; 
b. sural persetujuan t idak berkeberatan dari Kepala Perangkat 

Daerah /Unit Kerja; 
c. persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang 

bersangkutan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari 
Kepala Perangkat Oaerah /Unit Kerja: 

d. surat rekomendasi mutasi dari PPK instansi tujuan; 
e. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan 

PNS yang akan mutasi; 
f. foto kopi keputusan pengangkatan Calon PNS yang 

dilegalisir; 
g. foto kopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir; 
h. foto kopi Kartu Pegawai yang dilegalisir; 
1. Coto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang 

dilcgalisir; 
J. foto kopi konvcrsi Nomor Induk Pegawai bagi PNS yang 

diangkat. scbclum tahun 2007 yang dilegalisir; 
k. foto kopi pengangkatan Jabatan F'ungsional tertentu yang 

dilegalisir bagi PNS yang menduduki Jabatan F\mgsional 
terten tu; 

I. foto kopi keputusan inpassing Jabatan Fungsional Guru yang 
d ilegalisir bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional 
Guru; 

m. foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir; 
n. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang 

menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku; 
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o. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat 
dimana PNS tersebut berasal; 

p. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang 
menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani 
tugas belajar; 

q. foto kopi Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir 
bern ilai bai k yang dilegalisir; 

r. Daftar Riwayat Hidup; 
s. surat nikah bagi pemohon mulasi yang mengikuti suami; 
l. sural keterangan formas i dari Pera ngkat Daerah tujuan; 
u. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang 

menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang berperkara 
di pengadilan, menjalani proses pemeriksaan, menjalani 
proses pidana atau pernah d ihukum pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang tela h berkekuatan 
hukum Letap; 

v. surat pernyataan yang ditandatangani oleh bendahara 
Perangkat Daerah instansi asal dan diketa hui oleh pcjabat 
yan g berwenang/ Kepala Instansi bahwa pemohon mutasi 
Lelah menyelesaikan administrasi keuangan yan g berkaitan 
dc ngan gaj i PNS; 

w . pas photo 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; 
x. folocopi Kartu Tanda Penduduk; 
y . folocopi Kartu Kcluarga; dan 
z. S ura l Kcpulusan tcntang pembebasan da ri J abalan 

Fun gsiona l Tcrlentu. 
(2) Kepala BKPP memberikan pertimbangan dalam ben tuk nota 

d inas kepada PPK terkait permohonan Mutasi keluar yang 
diajukan oleh PNS yang telah melengkapi persyaratan 
adm inistrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB VI I 
PERSETUJUAN MUTASI 

Pasal 14 

( 1) PPK membcrika n persetujuan a tau menolak permohonan 
Mut.asi berdasarkan kcpcnlingan kedinasan dan sebagai salah 
salu usaha unLuk mcmpcrluas penga laman, wawasan , dan 
kcmampu a n, jabaLan , lugas, da n wilayah kerja bagi Pegawai 
Ncgcri Sipi l dengan tidak merugikan h ak kepegawaia nnya. 

(2) Perset.ujuan mulasi PNS yang masuk dan keluar dari 
Pemerinlah Daerah diberika n dalam bentuk Surat Perse tujuan 
Mutas i dari Bupati sebagai PPK. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 
selama 24 (dua puluh empat) bula n sejak Langga l diteta pkan. 

(4 ) SeLelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) PNS yang b ersangkuta n harus 
mengulang proses pengajuan Mutasi dari awal Lahapan . 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangka n. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta hka n 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal JI Deser<t~ Jiai.1-

BUPATI KENpAL, 

DICO M GANINDUTO 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal .ll ()e<;,emter :lo?-'1 

AERAH 
ENDAL, ..._____,.. 
u 

,J.oJ.i 7?> BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN .... ..... NOMOR .... .. . 


